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BUPATI SIN.JAi 
PROVINS! SUL.AWES! SEL.ATAN 

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 3- TAHUN 2023 

TENT ANG 

KAWASAN PEL.AKSANAAN 
HARi BEBAS KENOARMN BERMOTOR 

DEJfOAJf RAHMAT TUHAl'I YANG MAHA ESA 

BUPATI SllfJAJ, 

a. bahwa perkemba.ngan pemakaian kendaraan 
bermotor seb&pi alat transponasi }ang semakin 
pesat berdampak negatif terhadap kualitas udara 
aktbat gas buangan dan asap klmia, make 
diperlukan upaya pengurangan kadar denpn 
meminunahs1r Jumlah kendaraan pada kawasan dan 
.... aktu tenentu; 

b. bahwa sebagai salah Ntu upaya untuk menjaga 
keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi 
polusi udara sena guna membenkan ruang kepada 
akuvitas masyarakat melalui berbagai kegiatan yang 
nyaman, se.hat dan bebas dati kendaraan bermotor, 
diperlukan pengaturan lalu lintas pada rues jalan 
tenentu den pada waktu tertentu melalu1 
pelaksanaan Harl Beba.s Kendaraan Bermotor. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmena 
dnnaksud dalam huruf a den huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan 
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 

I. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembara.n Negara Republik lndonetWl Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang·Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik lndonesh, Tahun 2009 Nomor 96, 
Tamb&han Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5025), sebagaimana te\ah d1uba.h beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengg.anti 
Undang·Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 
R,pubHk Jndon,,ia Nomo, 6841), 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah drubeh 
beberapa kalJ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 680 l]; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 
eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 684 IJ: 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminisu-asi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601), eebagaimana telah diubah beberapa 
k&li terakjnr dengan Pemturan Pemerintah Pengganb 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ctpta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238,Tambahan Lemb&ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6841 ); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 

7. Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraa.n Bidang lalu Llntas dan Angkutan 
Jalan (Lembara.n Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 66421: 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
201 S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
{Serita Negara Tahun 20l5 Nomor 2036), 
aebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan At.as Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 201 S tentang Pembentukan Produk 
Hukum Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun2019Nomo,157); 
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9. Pcraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 
2013 tentang Pclayanan Publik (Lcmbaran Oaerah 
Kabupaten S1njai Nomor J, Tambahan Lcmba.ran 
Daerah Kabupe.ten Sinjai Nomor 45); 

10. Pcraturan Daerah Kabupat.en Sinjai Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat 
Oacrah (Lcmbaran Daerah Kabupa.ten Sinjai tahun 
2016 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Oaerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 931, sebegaimana telah 
diubah dengan Pcraturan Daerah Nomor 25 Tahun 
2019 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangk.at 
0.erah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2019 Nomor 25, Tambahan Lcmba.ran Oaerah 
Kabupaten Sinjai Nomor 152); 

MEMUTUSKAN · 

Menetapkan: PERATIJRAN BUPATI TENTANG KAWASAN PEL.AKSANMN 
HARi BEBAS KENDARAAN BERMOTOR 

BAB I 
KETENllJAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Pcraturan Bupati ini, yang dimakeud dengan; 
I. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. 
2. Pcmerintah Oaerah adalah kepala daerah sebagai uneur penyclcnggara 

pcmeri.ntahan dacrah yang mcmimpin pclakaanaan uruaan 
pemenntahanyang mcnJadi kcwcnangan dacmh otonom. 

3. Pemcrintahan Daerah adalah pcnyclcnggara urusan pemcrintahan 
otch Pemcrintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pcmbantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam eterem dan prinsip Negara KcsalUan 
Rcpublik Indonesia eebagarmena d1maksud dalam Undang· 
Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupau adalah Bupau SmJai. 
5. Perangkat Dacmh yang sclanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat 

Daerah di Lmgkungan Pemcnntah Kabupaten Sm1a1 
6. Kendaraan bermotor adalah aetiap kendaraan yang digcra.kkan 

pcmlatan mekanlk berupa mesin sclain kendaraan yang bcrjalan diatas 
�1. 

7. Hari Bcbas Kendaraan Bcrmotor adalah hari di man a pada suatu pcriode 
waktu tertentu, kendaman bermotor tidak boleh melintas kawaaan/ruaa 
jalan yang sudah ditetapkan aebagai Jokasi pclakaanaa.n Han Bcbes 
Kendaraan Bcrmotor. 

8. Kawasan adalah tempal dan ruas jalan tertentu yang dipcrgunakan 
untuk kelancaraan pclakaanaan Hari Bcbas Kenda.raan Bcrmotor. 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan 
pelaksanaan Harl Bebas Kendaraan Bermotor di Daerah agar berjalan lancar, 
terpadu dan berhasil dalam upaya mencrpteken ruang publik bagi ma.syal'llket 
untuk bc.rolahraga, upaya pend1chkan lingkungan hidup dan mengurangi 
emisi gas buang kendaraan bennotor dan peningkatan perekonomian 
masyarakaL 

Paull 

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi masye.rakat 
dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Hari Bebee Kendaraan 
Bcnnotor. 

BAB Ill 
RUANO LINOKUP 

Pasal 4 

Ruang Llngkup Peraturan Bupati ini yakni: 
a. penetapan waktu, kawasan dan pelaksanaan; 
b. unsur pengendali hari bebee kendaraan bermotor; 
c. kegiatan pendukung; 
d. parus1pasi masyarakat dan pelibatan pelaku usaha 
e. larangan; 
f. pembiayaan: dan 
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

BABIV 
PENETAPAN WAKTI.J, KAWA.SAN DAN PELAKSANMN 

Pasal 5 

Waktu petaksanaan hari bebee kendaraan bermotor adalah eeuap hari 
Minggu pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA . .. ..., . 
(I) Kawasan pelaksanaan harl bebas kendaraan bermotor pada kawasan 

dan ruas jalan Daerah. 
(2) Kawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal7 

Dikec:uahkan dari ketentuan pada ayat (51 dan ayat (6) yakni apabila terdapat 
kegiatan penting/kegiatan kenegaraan/kegiatan daerah, keagamaan yang 
tidak dapat ditunda dan lidak dapet dipindahkan. 

P,,a! 8 

Kegiatan hari bebea kendaraan bennotor dilakukan pcngawasan/penjagaan 
serta dilengkapi fas11ita1 perlengkapan jalan/rambu lalu lintas agar kegiatan 
dapat berjalan denpn aman, nyaman, tertib dan lancar. 

BAB V 
UNSUR PENOENDALI 

BEBAS KENDARAAN BERMOTOR 

Pasal 9 

(1) Dala.m mngka kelancamn petakeanaan hari bebas kendaraan bennotor 
dibcntuk unsur pengendali teknis han bebas kendaraan bermotor 
yang terdiri dan PD teknis dan instans1 terkait eerta dari lembaga 
Jain yang dapat memberikan kontribua1 pada kela.ncaran hari 
bebas kendaraan bcnnotor 

{2) Unsur pcngendali tekni11 bebas kendaraan bcrmotor sebagaimana 
drmakeud pada ayat (I) ditetapkan o\eh Bupati 

Pasa.l IO 

k.awasan pcnanganan 
berikuL 

(II Unsur pengendeh hari beba.s kcndaraan bermotor scba.ga_imana 
dimaksud dalam Pasal 9 melakukan langk.a.h langk.a.h tmdak lanjut. 

hari bebaa ke:ndaraan bermotor ae:ba.gai 

a. mcnyuaun pcdoman pc\ak.sanaan dan pcnjadwalan, dan 
b. mclakukan anabsa dan cvaluasi rutin pclaksanaan k.awasan han 

bebas berkcndaraan bermotor secara pcriodik. 
{2) Pemantauan, pernlaian, pcmbinaan kebjjaksanaan pclaksanaan han 

beba.s kendaraan d1laksanakan scca.ra ruun 

BAB VI 
KEGIATAN PENOUKUNG 

Paaal I I 

(I) l<egiatan pcndukung hari bebas kendaraa.n bermotor pada hakek.atnya 
bertuJuan menjadi daya ta.rik bagi pcngunjung, sebagai a.iang dan unjuk 
kcbolehan krcativitaa, promoai dan pcmbcria.n layanan scrta pcrdagangan 
yang dilakaa.nakan olch PO, Badan Uaaha Mihk Negara, Sadan Uaaha 
Milik Daerah, Swasta, lembaga pcndidikan, aa.nggar tAn dan kesenian, 
komunikasi seni dan olah raga, pclaku dunia usaha dan pcdagang kaJd 
Llma. lintas sektor, orga.nisasi profesi dsn organisasi masyarakat. 



... 
12) Perorangan, dunia usaha, dan/atau badan usaha dapat menjedt sponsor 

pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bcrmotor dengan 
menyampaikan secara tertulis ke unsur tim pengendali. 

BAB VII 
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELlBATAN PELA.KU USAHA 

Pasal 12 

(!) Masyarakat dapat membcrikan partisipa.si dalam pelaksanaan hari bebas 
kendaraan bcrmotor. 

(2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara: 
a. tidak menggunakan kendaman bcrmotor pada hari bebas kendaraan 

bcrmotor dengan jalan kaki, bersepeda atau menggunakan sare.na 
tre.nsponasi altematif lain yang tidak menimbu\kan erruar karbon; 

b. memanfaatkan lokas1 hari bcbas kendaraan bcrmotor sebagai ruang 
bcrinterakai, bereosialiaaai, berekspresi dan bcrekreasi bag1 
masyarakat; 

c. memanfaatkan ruang terbuka di lokasi hari bebas kendaraan 
bennotor dengan melakukan kegiatan bertema lingkungan hidup, 
pendidikan, olahraga, seni, sosial budaya, kuliner dan kegiatan 
usaha/ekonomi kreatif lainnya: dan/atau 

d. menciptakan kebereihan, keteruban umum, keamanan dan 
kenyamanan. 

Pasal 13 

{\) Pelaku usaha dapat berpartisipasi dan di\ibatkan dalam pe\aksanaan 
hari bebas kendaraan bermotor. 

(2) Pe\aku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (!) yakni pelaku usaha 
kedl menengah mikro, usaha ekonomi kreatif, pedagang kaki Hrna scna 
pelaku usaha lainnya. 

(3) Pe\ibatan pelaku usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (2) discsuaikan 
dengan ketersediaan lempat dan keteruuen yang telah ditetapkan. 

(4) Tempat pelaku usaha dalam panisipasi pelaksanaan kawasan hari 
bebae kendaraan bermotor tidak bersifat pennanen. 

Pasal 14 

Pelaku usaha scba.g.a.imana dimaksud dalam Pasal 13 benanggung jawab 
menjaga kebersihan disekitar tempat usaha masing-masing. 
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BAB VIII 
LARANGAN 

Pasal 15 

Dalam kegtatan hari bebas kendaraan bermotor dit=wkan seoogai berikut 
a. ditarang mengendarai kcndaraan bennotor melintas dan/atau berada 

di dalam Jokasi hari bebas kendaraan bennotor kccuali pemadam 
kebakaran, mobil layanan keschatan, mobil pclayanan umum dan 
ketertiban umum milik pemerintah daerah dan mobih toilet: 

b. 1.ermasuk kawasan dilarang merokok, berjualan/promosi rokok; 
c. dilarang mcmbuang sa.mpah disembarang tempat; 
d. dilarang melakukan kegiatan yang bersifat politik prakus, 

bertentangan dengan SARA dan kearifan lokal scrta orasi ajakan yang 
bersifat menghasul; dan 

e. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar nonna umum, 
mcngganggu ketentraman dan keteniban umum. 

BABIX 
SANKS! ADMlNISTRATIF 

Pasal 16 

Setiap orang yang melanggar kctentuan scbagairnana dimaksud pada 
ayat (II dikenai sanksi berupa: 
a. teguran/pcringatan baik lisan dan/atau tertulis; dan 
b. pembubaran paksa kegiatan. 

BABX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 17 

Segala biaya yang timbul scbagai akibat dari pelaksanaan hari bebas 
kendaraan bennotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Betanje 
Daerah dan/atau aumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB XI 
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Paso.I 18 

(IITerhadap pelaksanaan han bcbas kendaraan bennotor dilakukan 
pemantauan olc.h unsur pengendali bebas kendaraan bcnnotor. 

(2) Evaluasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bennotor duaksanakan 
d&lam rapat evaluasi didasarkan pada hasil pem.antauan oleh unsur 
tim pengendali bebas kendaraan bcnnotor. 

(3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2), unsur pengendali bcbas kendaraan bcnnotor dapat 
menguaulkan pen.ibahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebae 
kc.ndaraan bennotor untuk sclanjutnya dilaporkan kc.pada Bupati. 
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BAB XU 
KETENTIJAN PENUTIJP 

Pasal 19 

Pada eaat Pemturan Bupati im mular ber\aku, Keputusan Bupati Nomor 
26 Tahun 2016 tentang Kawasan dan Pelaksanaan Hari Seba.a Kendaraan 
Bermotor (Serita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 26), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, Pemtumn Bupati im diundangkan 
dengan penempatannya dalam Senta Daemh Ke.bupaten Siajai. 

PARAF HIERARKHIS 
PEJABAT 

SEKO� 
UISTEII 

KEPAU SEKSI/SUU.G 

'"' 
Diundangkan di Smjai 
pada tanggal. .,tnort .,,,., 

di Sinjai 
I, 19 .l,wo 

OAOHISTA ASAPA 

OAERAH K.ABUPATEN SlNJAI, 

ASAPA 
RAH KABUPATEN SINJAl TAHUN 2023 NOMOR -,3 
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LAMPfRAN 
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR .3 TAHUN 2023 
TENTANG PELAKSANAAN HARJ 
BEBAS KENDARAAN BERMOTOR 

DENAH KAWASAN CAR FREE DAY 
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PARAF HIERARKHIS 

U1STfN 
K[�All 
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KEP.t..U e11�. 
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"" 
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5HOA 


